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ABSTRAK

YOHANES YORIANUS MEO DHE:* TANGGUNG JAWAB PEMDA
KABUPATEN NAGEKEO DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA
DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH”. SKRIPSI. ENDE: PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES, 2025.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam
penyelenggaraan pelatihan kerja merupakan aspek penting dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan menanggulangi pengangguran di daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola
urusan ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan program pelatihan kerja. Namun
dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini belum sepenuhnya terealisasi secara
optimal, dan sering kali mendapat keluhan dari masyarakat karena belum
memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan
produktivitaskerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab
Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan pelatihan kerja,
mengevaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi
hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Informan dalam penelitian ini
terdiri atas aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo
serta peserta pelatihankerja. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa
Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, seperti
pelatihan pengolahan jamur tiram, pelatihan mebeler, pelatihan baja, serta cabinet
making. Meskipun program-program ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan dan membuka peluang kerja mandiri, pelaksanaannya belum efektif
karena kurangnya tindak lanjut dan pemantauan hasil pelatihan. Beberapa faktor
yang menghambat optimalisasi pelaksanaan pelatihan kerja meliputi keterbatasan
anggaran, minimnya tenaga instruktur yang berkompeten, rendahnya motivasi dan
partisipasi masyarakat, serta fasilitas pelatihan yang belum memadai. Diperlukan
strategi peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sumber daya yang
memadali, serta perencanaan berkelanjutan agar pelatihan kerja dapat menjadi solusi
nyata dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pelatihan Kerja
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ABSTRACT
YOHANES YORIANUS MEO DHE. “THE RESPONSIBILITY OF THE
REGIONAL GOVERNMENT OF NAGEKEO REGENCY IN THE
IMPLEMENTATION OF JOB TRAINING VIEWED FROM LAW NUMBER
23 OF 2014 ON REGIONAL GOVERNMENT.” THESIS. ENDE: STUDY
PROGRAM OF LAW, FACULTY OF LAW AND SOCIAL HUMANITIES,
FLORES UNIVERSITY, 2025.

The responsibility of the Regional Government of Nagekeo Regency in
implementing job training programs is a crucial aspect in improving the quality of
human resources and reducing unemployment at the regional level. According to
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, local governments are
authorized to manage labor-related affairs, including the implementation of job
training. However, in practice, this responsibility has not been fully carried out
effectively and often receives criticism from the public due to the lack of significant
outcomes in improving community skills and productivity. This study aims to
examine the forms of responsibility held by the Regional Government of Nagekeo
in executing job training, evaluate the effectiveness of the training programs, and
identify the various challenges encountered in the process. Informants in this
research include officials from the Department of Transmigration and Manpower
of Nagekeo Regency and former participants of the job training programs. The
findings reveal that the government has implemented various types of job training,
such as mushroom processing, furniture making, metalwork, and cabinet making.
Although these programs are intended to improve participants' skills and foster
entrepreneurship, their implementation has not yet reached optimal results due to a
lack of follow-up and program sustainability. Several factors hindering the success
of job training implementation include limited budget allocations, insufficient
number of qualified instructors, low community participation and motivation, and
inadequate training facilities. Therefore, strategic efforts are needed to strengthen
institutional capacity, ensure proper planning, and provide adequate support so that
job training can effectively contribute to community empowerment.

Keywords: Responsibility, Regional Government, Job Training
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